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miliknya untuk dimanfaatkan sclamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan ketentuan umum menurul syariah yang diatur pada Pasal | angka 1 UU No, 41 Tahun
2004. Salah satu bentuk wakaf adalah wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan jbadah, agar tanah
wakaf itu dapat digunakan dalam peningkatan ekonomi bagi para Nadzimya dalam mengelola tanah wakaf
tersebut, hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang upaya apa saja yang dilakukan
pengurus dalam mengelola tanah wakaf sehingga mempunyai nilai ekonomis pada SMK Dhuafa Padang dan
apakah pemanfaatan tanah wakaf oleh SMK Dhuafa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
serta kendala yang dihadapi oleh pengurus dalam mengelola tanah wakaf, Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus dalam mengelola tanah wakaf schingga mempunyai
nilai ckonomis pada SMK Dhuafa Padang, juga untuk mengetshui apakah pemanfaatan tanah wakaf oleh SMEK
Dhuafa Padang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui kendala apa
sdja yang dikadapi pengurus dalam pemanfaatan tanah wakaf pada SMK Dhuafa Padang tersebut. Metode
penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis, pendekatan masalah dengan mengkaji peraturap
perundang-undangan yang teckait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan. Jenis data yang dipakai data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis
dengan mengunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa tanah wakaf |
pada SMK Dhuafa Padang ini berada dj bawah yayasan bakti nusantara jsafat tersebut didirikan pembangunan
untuk pendidikan sckolah gratis bagi kaum dhuafa pendirian depot air minum isi ulang di atas tanah wakaf
untuk meningkatkan nilai ekonomis. Serta dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf tersebut tidak
scsuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam hal pendsnaan dimana
kurangnya pengetahuan nadzir untuk bisa mendapatkan sumber dana bagi pengelolaan tanah wakaf yang telah
diberikan kepada mercka. Sulah satu cars untuk meningkatkan pengetahuan para nadzir dalam meningkatkan
nilai ekonomis tanah yaitu dengan dilakukannya penyuluhan oleh Perpuruan Tinggi terkait dan Kementrian
Agama dengan masalah tanah wakaf dan pengelolaannya  sehingga kedepannya tanah wakaf dapat
dimanfaatkan secara optimal dan sesuaj dengan perundang-undangan yang berlaku,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa krisis ekonomi saat ini masyarakat sangat mendambakan
pemulihannya, karena perckonomian merupakan suatu hal yang pokok bagi
kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian
yang serius dari pemerintah untuk memajukan kesejahteraan perckonomian pada
umumnya. Sistem ckonomi islam merupakan  salah satu upaya untuk
meningkatkan nilai ekonomi, sebab system ekonomi islam berangkat dari sebuah
pandangan yang berbeda sama sekali yaitu ; islam memandang bahwa seluruh
barta yang ada di dunia ini (bahkan seluruh alam semesta ini) sesungguhnya
adalah milik Allah, berdasarkan firman Allah surat An-Nurr ayat 33 yang artinya:

“dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang
dikaruniakan kepadamu”,

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa harta yang dikaruniakan Allah
kepada manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan
kepadanya. Hal itu di pertegas dengan berdasarkan pada firman Allah surat AL-
Hadiid ayat 7 yang artinya:

“dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah
menjadikan kamu menguasainya”.

Penguasaan ini berlaku umum bagi semua manusia. Semua manusia
mempunyai hak kepemilikan, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Oleh karena
itu bagi individu yang ingin memiliki harta tertentu maka syara’ atau hukum telah

menjelaskan sebab-sebab pemilikan yang boleh atau halal dan yang tidak boleh




hukum perolehan individu, seperti: hukum bekerja, berburu, menghidupkan tanah
mati, warisan, hibbah, wasiat dsb. Ternyata sistem ekonomi islam memandang
bahwa harta kekayaan yang ada didunia ini tidak hanya diperuntukkan pada
individu untuk dapat dimiliki sepenuhnya, tetapi dalam sistem ekonomi islam
dikenal dan di atur pula tentang pemilikan umum, yaitu pemilikan yang berlaku
secara bersama-sama bagi semua ummat.'
Dalam hal untuk peningkatan ekonomi sesuai dengan system ekonomi
islam pada saat ini ialah wakaf Dalam Pasal | ayat 1 Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum
wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda yang miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.
Dalam pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan:
1. Harta benda wakaf terdiri dari:
a. Benda tidak bergerak
b. Benda berpgerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi:
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar;
b. Bangunan atau bagian bangunan vang berdiri di atas tanah sebagaimana
dimaksud pada huruf a;

¢. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

! Jumal Dian Amelia, Hermayulis dan Nor Aziah , Syariah Significance the Way Forward
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Upaya yang dilakukan oleh pengurus dalam mengelola tanah wakaf
sehingga mempunyai nilai ekonomis pada SMK Dhuafa ini, terlihat bahwa
tanah wakafnya digunakan untuk pembagunan sekolah menengah kejuruan
yang diperuntukan untuk kaum dhuafa. SMK Dhuafa Padang didirikan
diatas tanah wakaf pada tahun 2007 dibawah yayasan bakti nusantara
isafat telah melakukan kegiatan ekonomi selain pembagunan sekolah yaitu
dengan pembanguan sebuah depot air minum isi ulang yang terletak
disebelah sekolah tersebut. Dana yang didapat untuk pembagunan depot
air minum isi ulang tersebut didapat dari wakaf uang tunai dan
pengumpulan dana dari para pengurus terkait, dalam pemanfaatan tanah
wakaf itu sendiri tidak ada perjanjian tertulis antar pengurus hanya bersifat
sukarela dari pengurus untuk peningkatan ekonomi pada SMK Dhuafa
tersebut.

Pemanfaatan tanah wakaf oleh SMK Dhuafa Padang belum sesuai dengan
peraturan hukum perwakafan yang berlaku, hal ini dikarenakan masih
banyaknya peraturan perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf yang belum terpenuhi oleh nazhir atau pengelolaan tanah wakaf
pada SMK Dhuafa yang berada di bawah Yayasan Bakti Nusantara Isafat
tersebut. Pada pasal 11d Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang mana

menegaskan bahwa “nazhir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan
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